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Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep kebijakan tata kelola desa secara nasional.Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Konsepsi pendampingan desa ini lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pendampingan desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa. Program Pendamping Desa di Desa Bantan Air Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 yang lalu dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bengkalis, hal ini disebabkan karena kondisi pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dan belum merata di setiap desa sehingga menimbulkan kesenjangan antar desa. Disamping itu, jumlah anggaran atau dana yang dikelola oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkalis sangat banyak, mulai dari Alokasi Dana Desa, Dana Itruksi Bupati tentang Penguatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (INBUP PPIP) sampai dengan Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program pendamping desa di Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengakalis pada dasarnya belum berjalan dengan sebagaimana mestinya dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan aparatur desa dan pembangunan desa di Bengkalis.
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PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang Desa ini mengangkat hak dan kedaualatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa. Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri. 
Mengingat posisi desa yang sangat strategis tersebut, maka diperlukan adanya pendamping desa. Konsepsi pendampingan desa ini, lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa. Pendamping desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa.		Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendamping desa memegang peran penting dalam mendorong pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Pendamping desa juga bertugas mendorong pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. 
Tujuan pendampingan desa meliputi: 1) meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; 2) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; 3) meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dan 4) mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.		 
Program pendamping desa di Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 yang lalu dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan karena kondisi pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dan belum merata disetiap desa sehingga menimbulkan kesenjangan antar desa. Disamping itu, jumlah anggaran atau dana yang dikelola oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkalis sangat banyak dimulai dari Alokasi Dana Desa, Dana Instruksi Bupati tentang Penguatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (INBUP PPIP) sampai dengan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun jumlah dan klasifikasi pendamping desa yang ada di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :
Tabel. 1
Data Pendamping Desa Kabupaten Bengkalis
	No
	Klasifikasi Pendamping Desa
	Jumlah (Orang)

	1
	Pendamping Desa Ekonomi
	170

	2
	Pendamping Desa Pembangunan
	88

	3
	Tenaga Akuntansi Desa
	7

	
	Jumlah
	256


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkalis
Semenjak dicanangkan program Pendamping Desa ini pada tahun 2011 yang lalu, terindikasi belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemerintah desa sebagaimana yang diamanahkan dalam Menteri Peraturan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 yang tertuang dalam pasal 2, bahwa tujuan pendampingan desa adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor serta mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.
State Of The Art (SOTA)
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunaan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yaitu sebagai berikut:
Penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Basri (2015) tentang Efektivitas Pendampingan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian masyarakat terhadap efektivitas pendampingan desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Sekodi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Sekodi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan dalam penguatan infrastruktur pedesaan yang dikenal dengan Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (INBUP-PPIP) di tengah masyarakat masih kurang efektif, karena pengetahuan masyarakat yang masih kurang tahu tentang keberadaan pendamping desa, kehadiran pendamping desa, pendampingan pada pelaksanaan program, pendampingan pada pengawasan pembangunan, komunikasi pendamping desa, dinilai kurang baik .
Penelitian Triyanto (2018) tentang Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa di Desa Notoharjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pendamping desa di Desa Notoharjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah belum berperan dengan baik, dari tujuh tugas pendamping desa yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan, hanya satu yang terlaksana yaitu pendampingan dari mulai perencanaan, impelementasi, hingga monitoring, itupun pada saat perencanaan untuk program desa tidak mendampingi. Peran pendamping yang ada sejauh ini hanya memberikan arahan-arahan saja terkait pembangunan desa. Disamping itu banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya pendamping desa, dikarenakan para pendamping desa mensosialisasikannya hanya kepada aparatur desa saja.
Teori Kinerja
Istilah kinerja dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang yang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seeorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.
Indikator kinerja karyawan menurut Robbins (2006) ada 6 (enam), adalah sebagai berikut: 
1. Kualitas kerja, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya.
6. Komitmen kerja, merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.
Konsep Pemerintahan Desa
Terkait dengan kajian tentang pemerintahan desa, maka pengertian tentang desa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf dan Maulidiah, 2015).
Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa, pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelengggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintahan desa seperti tersebut di atas, maka perlu dipahami beberapa hal terkait tentang desa tersebut yakni: 
1. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat
3. Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf dan Maulidiah, 2015)
Wasistiono dan Tahir (2006) menyebutkan bahwa pemerintahan desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang bersifat mendua (ambiavalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintahan dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang kinerja pemerintahan desa (Wasistiono dan Tahir 2006).
Konsep Pendamping Desa
Pendamping desa bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja pendampingan desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan Undang-Undang Desa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa.
Kerja pendampingan desa bukanlah melakukan kontrol dan mobilisasi partisipasi terhadap warga desa dalam rangka menjalankan prosedur-prosedur kerja yang serba dirancang dari kepentingan luar desa. Kerja pendampingan lebih tepat dimaknai sebagai proses fasilitasi terhadap warga desa agar berdaya dalam memperkuat desanya sebagai komunitas yang memiliki pemerintahannya sendiri (self governing community). 
Definisi desa dalam Undang-Undang Desa yaitu desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
METODE PENELITIAN
Untuk melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang akan digunakan. Oleh karna itu penulis menggunakan metode kualilatif deskriptif. Penelitian tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variabel lain menggambarkan variabel saja, karna proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dijadikan sebagai pemandu fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan atau kenyataan yang ada. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Sumber informasi utama dalam penelitian ini data wawancara. Penulis menggunakan sumber informasi dari informan kunci (key informen) yaitu sebagai berikut: Informan penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian (Hendarso, 2005). Pemilihan informan secara purposive ini dimaksudkan agar informan yang dipilih dapat menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian. Berikut tabel informan penelitian:
Tabel. 1 
Informan Penelitian
	No
	Informan
	Jumlah

	1
	Kepala Dinas Pemberdaya an Masyarakat Desa
	1

	2
	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
	1

	3
	Kapala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan SDM
	1

	4
	Camat
	1

	5
	Kepala Desa
	1

	6
	Pendamping Desa
	12

	
	Jumlah
	17


Sumber: Data olahan penelitian, tahun 2018
Teknik Pengumpulan Data
Metode pengolahan data dilakukan dengan cara data penelitian yang telah dikumpulkan melalui pengamatan lansung, wawancara mendalam, dokumen-dokumen pendukung, kemudian diolah sesuai dengan permasalahan yang diangkat, dalam beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data baik secara wawancara, observasi maupun dokumentasi. Semakin banyak data terkumpul maka hasik penelitian akan semakin maksimal.
2. Reduksi Data
Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu data perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian data dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan.
3. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik, chart dan sejenisnya. Melalui penyajian data maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini akan menggunakan teks yang bersifat naratif.
4. Verifikasi
Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Teknis Analsisi Data
Menurut Suharsimi (2013) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data dikumpulan. Data-data diperoleh di lapangan harus dianalisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk menganalisis data-data tersebut diperlukan sebuah teknik analisis data agar dapat mempermudah proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data biasanya menggunkanan Analisis Persepsionis. Teknik Persepsionis adalah cara untuk mengolah informasi data yang berupa persepsi sampel terkait yang sedang diteliti.
Instrument Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menjadi instrument langsung dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan penulis di lapangan. Dalam penelitian kualitatif ini penulis melakukan penelitan sendiri. Dalam penelitian kualitatif menyebutkan peneliti sebagai key instumental langsung terjun ke lokasi penelitian, observasi dan wawancara langsung dengan informan. 
Tempat dan Lokasi Penelitian
 Penelitian ini dilakukan di Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis), karena Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan program pendamping desa tersebut.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kualitas Kerja
Kualitas kinerja Pendamping Desa Bantan Air sangat baik dilihat dari beberapa program pendamping desa seperti pembanguna sekolah, jalan dan fasilitas umum lainnya yang sudah terlaksana sebagaimana yang sudah direncanakan seperti mengoptimalkan aset desa secara emansipatoris. 
Kuantitas Kerja
 	Dari hasil wancara dengan pendamping desa ekonomi, pendamping desa pembangunan dan tenaga ahli akuntasi desa tentang kualitas kerja sangat dinilai baik oleh masyarakat setempat khususnya Desa Bantan Air dan masyarakat sangat puas dengan kualitas kerja yang dilakukan oleh pendamping desa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja mereka semenjak beberapa tahun terakhir dan sejak adanya pendamping desa tersebut.
Ketepatan Waktu 
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa disiplin kerja pendamping desa di Desa Bantan Air dikatakan baik. Wawancara dengan kepala desa menyatakan kedisiplinan pendamping desa saat datang dalam agenda rapat rutin maupun tahunan, hal ini membuat setiap rapat dalam pembahasan program pendamping desa sudah terjadwal seperti tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Namun dalam hal ketepatan waktu menjalankan program yang sudah ada belum bisa menyelesaikan tepat waktu melainakan program ditunda sampai tahun depan. Dari hal ini peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa pendamping desa Bantan Air belum tepat waktu jika dilihat dari pelaksanaan program yang ada, karena seharusnya program yang sudah direncanakan dalam setahun harus diselesaikan pada tahun yang sama. Kesimpulannya bahwa program pendamping desa belum terlaksana tepat waktu.
Efektivitas
Berdasarkan fakta dilapangan yang peneliti temukan, kinerja pendamping desa di Desa Bantan Air bahwa efektivitas kerja pendamping desa dinilai baik, menarik kesimpulan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bengkalis masyarakat yang mengakui bahwa pendamping desa Bantan Air benar-benar memahami akan permasalahan desa yang ada di Desa Bantan Air tersebut. Terlihat dari pengambilan program-program yang dilaksanakan dengan melihat dari lingkungan desa dan kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam penyusunan anggaran setiap program dana desa yang dicairkan dari pemerintah pusat mampu dikelola dengan baik oleh pendamping desa. Dalam segi transparansi pengguna dana, pendamping desa sehingga dalam penyusunan anggaran setiap program dana desa yang dicairkan dari pemerintah pusat mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah desa dan tepat sasaran. 
Kemandirian
Desa yang mandiri adalah desa mampu mengelola, mengurus sumber daya yang ada dan potesi yang dimiliki. Selain itu, desa juga mampu membangun jaringan sosial dan mengembangkan kerjsama yang baik. Adapun beberapa peran pendamping desa untuk menjadikan desa melalaui pemberdayaan masyarakat yaitu dengan cara memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa, memperkuat organsasi dan mampu membangun masyarakat desa yang partisipatif. Berdasarkan wawancara dengan Camat Bantan mengatakan bahwa desa Bantan Air ini banyak memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh desa lainnya seperti produksi rumah tangga berupa usaha makanan (Sagu), tempoyak durian dan lain sebagainya. Dan ini tidak terlepas dari peran pendamping desa dalam memajukan desa Bantan Air. Hal ini merupakan bentuk dari keberhasilan pendamping desa dalam membina dan memberdayakan masyarakat di desa Bantan Air untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada.


Komitmen Kerja
Berdasarkan observasi peneliti, komitmen kerja pendamping desa Bantan Air dapat dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendamping Desa yang mengatakan bahwa pendamping desa di Bantan Air ini memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja serta sangat bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan yang diembannya, yang dapat dinilai dari kemauannya dalam melanjutkan program-program yang belum sempat terealisasi dengan 55% maksimal di tahun sebelumnya. Meskipun dalam hal ketepatan waktu hal ini dinilai masih kurang, namun dari segi komitmen pendamping desa tersebut dapat dikatakan memiliki komitmen kerja yang tinggi. Hal ini juga bisa dilihat dari loyalitas pendamping desa kepada desa Bantan Air, dimana jika dihitung dari masa kerjanya, tingkat loyalitas pendamping desa dinilai baik, meskipun ada hambatan namun pendamping desa tersebut tetap berkomitmen untuk mengabdi di desa Bantan Air serta melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
Faktor Penghambat Kinerja Program Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bantan Air 
1. Pemahaman pendamping terhadap program di Desa Bantan Air berdasarkan pengamatan peneliti. Kemampuan pemahaman program pendamping desa masih sangat minim, dimana pendamping desa saat mensosialisasikan program kerja belum mampu menjelaskan tujuan dari program tersebut dengan jelas. Program yang sudah disosialisasikan belum dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan program. Di Desa Bantan Air tersebut tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi karena setiap program yang telah di rencanakan sebelumnya telah dikondisikan dengan keperluan masyarakat sendiri, dan tentunya pendamping desa di Desa Bantan Air masih kurang baik dalam hal melihat masalah yang ada di masyarakat desa Bantan Air serta belum mampu menampung aspirasi dari masyarakat dalam sosialisasi untuk menambah berhasilnya pelaksanaan program-program yang direncanakan oleh pendamping desa. 
2. Pemahaman pendamping terhadap karakter budaya setempat berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping desa sendiri, pemahaman akan karakter budaya di Desa Bantan Air belum dikuasainya karena pendamping desa tersebut berasal dari desa yang lain bahkan ada dari luar Kabupaten Bengkalis. Selain itu, salah satu program pemberdayaan masyarakat di Bantan Air memang difokuskan untuk pengembangan budaya. Oleh sebab itu, pendamping desa di Bantan Air belum dapat melihat peluang tentang bagaimana mengembangkan budaya yang ada di desa tersebut karena pemahamannya akan karakter budaya setempat masih kurang.
3. Kemampuan komunikasi dan sosialisasi pendamping peneliti pada saat melakukan observasi menemukan fakta di lapangan tepatnya di desa Bantan Air, pendamping desa di Desa Bantan Air sulit mengkomunikasikan program-program yang sudah disusun, karena tingkat pemahamannya terhadap program-program dikatakan kurang baik. Serta sosialisasinya yang masih baik pada saat rapat untuk berbincang dengan warga sekitar dalam hal mendengar aspirasi masyarakat tentang apa yang menjadi keresahan dan dialami oleh masyarakat sendiri. Pendamping Desa Bantan Air belum mampu meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang pendamping, yang mana dari hal ini tujuan program yang telah dibuat belum teralisasi dengan baik
4. Kurangnya koordinasi dengan masyarakat Desa Bantan Air antara kepala desa dengan pendamping desa yang ada di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis juga menjadi kendala utama dalam keberhasilan dari program pendamping desa ini. Dimana masih banyak Kepala desa yang merasa keberadaan pendamping desa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kaspasitas aparatur desa Bantan Air Kabupaten Bengkalis.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja program pendamping desa Bantan Air belum berjalan dengan baik. Karena masih banyaknya kekurangan dan hambatan dalam melaksanakan program pendamping desa seperti kemampuan pemahaman program pendamping desa masih sangat minim, pemahaman pendamping terhadap karakter budaya setempat berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping desa sendiri, pemahaman akan karakter budaya di Desa Bantan Air belum dikuasainya karena pendamping desa tersebut berasal dari desa yang lain bahkan ada dari luar Kabupaten Bengkalis. Kemampuan komunikasi dan sosialisasi pendamping peneliti pada saat melakukan observasi menemukan fakta di lapangan tepatnya di desa Bantan Air, dan juga koordinasi antara Kepala desa dan pendamping desa Bantan Air.
Saran
1. Agar pemahamanan tentang pendamping desa seharusnya diberikan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga meningkatkan kepahaman tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai pendamping desa.
2. Untuk meningkatkan pemahaman pendamping desa berkaitan terhadap karakter budaya setempat, untuk itu penulis menyarankan untuk rekruitmen pendamping desa seharusnya putra atau putri daerah setempat sehingga mereka paham dengan karakteristik budayanya sendiri.
4. Komunikasi dan koordinasi antara Kepala desa dan pendamping desa seharusnya berjalan dengan baik sehingga memudahkan dalam segala urusan yang berkaitan dengan program-program pendamping desa.
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